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A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa:

1.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (RUU KUHAP) dinilai belum sepenuhnya sesuai
dengan prinsip non self incrimination. Meskipun KUHAP yang
berlaku saat ini secara implisit telah mengakomodasi hak untuk
tidak memberatkan diri sendiri, RUU KUHAP justru
memperkenalkan ~ mekanisme  saksi  mahkota  (justice
collaborator) yang secara konseptual tidak selaras dengan prinsip
tersebut. Pengaturan yang menawarkan insentif berupa
keringanan hukuman sebagai imbalan atas kesaksian berpotensi
menjadi bentuk paksaan terselubung yang bertentangan dengan
jaminan hak untuk tidak mengkriminalisasi diri sendiri.

Implikasi dari pergeseran ini sangat serius terhadap hak-hak
fundamental tersangka dan terdakwa. Pelegitimasian saksi
mahkota membawa risiko tinggi terjadinya kesaksian palsu yang
didorong oleh iming-iming imbalan, yang pada akhirnya dapat
menyebabkan peradilan sesat (miscarriage of justice). Selain itu,
mekanisme ini juga berpotensi mengikis asas praduga tak
bersalah serta mendegradasi hak untuk diam, karena tekanan
untuk membantu secara tidak langsung dapat memaksa terdakwa
untuk memberikan pengakuan yang tidak sepenuhnya sukarela.
Dengan demikian, RUU KUHAP dalam formatnya saat ini dinilai
belum sepenuhnya harmonis dengan jaminan hak asasi manusia
dan berpotensi mengorbankan keadilan prosedural demi
mencapai efektivitas penegakan hukum.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis

adalah sebagai berikut:

1.

Bagi pembentuk undang-undang terkhususnya DPR, sangat krusial untuk
merumuskan norma imunitas terbatas (limited immunity) secara eksplisit, tegas
dan jelas. Artinya, RUU KUHAP harus secara tegas menjamin bahwa
keterangan yang diberikan seorang terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi
mahkota tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang memberatkannya dalam
perkaranya sendiri. Selain itu, perlu ditetapkan syarat koroborasi atau
penambahan bukti yang ketat, di mana pemidanaan tidak boleh dijatuhkan
semata-mata berdasarkan keterangan saksi mahkota tanpa didukung oleh alat
bukti lain yang signifikan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya putusan

yang tidak adil akibat kesaksian yang meragukan.

Pada tataran implikasi, peran pengawasan yudisial harus diperkuat. Hakim
harus diberikan peran aktif dan kewenangan untuk mengawasi Secara ketat
validitas keterangan saksi mahkota, memverifikasi ketiadaan unsur paksaan,
dan menilai keandalan kesaksian tersebut secara menyeluruh sebelum
menjadikannya sebagai pertimbangan dalam putusan. Upaya ini harus
didukung dengan jaminan bantuan hukum yang efektif, di mana Penasihat
Hukum wajib memastikan kliennya memahami sepenuhnya segala
konsekuensi hukum dan tidak mengambil keputusan di bawah tekanan atau
manipulasi. Melalui langkah-langkah tersebut, keseimbangan antara efektivitas
penegakan hukum dan perlindungan hak fundamental terdakwa dapat tercapai

secara lebih adil dan proporsional.
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